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Terhadap perlindungan Tenaga Kerja yang berkerja dalam proyek-
proyek kontruksi pemerintah memakai uang Negara, dalam hal ini penulis
melihat dua Lembaga Pemerintahan yang berperan dalam rangka optimalisasi
program jaminan sosial bagi tenaga kerja tersebut, yakni Pemerintah Daerah
sebagai penyedia dana , penyedia pekerjaan dan Kejaksaan Rl sebagai
Lembaga Pemerintahan yang juga mempunyai tugas dalam bidang Perdata dan
Tata Usaha Negara, sehingga sangat berkompeten sebagai sebuah lembaga
dalam menjalankan, mengawal amanat Undang-Undang.

Namun dalam pelaksanaan kegiatan melalui pengamatan penulis,
khususnya di daerah Kota Solok, BPJS (BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga
Kerja ) dalam menjalankan programnya ditemui hambatan-hambatan sebagai
berikut :

1. Adanya ditemui dilapangan para pemberi kerja kadang tidak
sepenuhnya melindungi Tenaga Kerjanya dengan mengikutsertakan
para Tenaga Kerjanya secara keseluruhan, namun hanya
mengikutsertakan sebagian Tenaga Kerjanya saja, dengan alasan
bahwa jika diikutsertakan seluruh Tenaga Kerja akan membebankan
perusahaan;

2. Ditemui keadaan adanya Tenaga Kerja yang tidak tetap yang bekerja
pada perusahaan pemberi kerja, dengan kata lain Tenaga kerja

bekerja jika ada pekerjaan saja, dan jika pekerjaan telah selesai maka
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Tenaga Kerja tidak bekerja di perusaan tersebut, dan akan dipanggil
lagi jika perusahaan mendapatkan paket pekerjaan kembali;
. Adanya Pekerjaan Konstruksi yang di subkontrakkan ke pihak ketiga,

sehingga pihak Kketiga tidak terpantau oleh BPJS terhadap

perlindungan Tenaga Kerja oleh si Pemberi Kerja.
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